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Di Indonesia masalah kewarisan ini telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun bagi penduduk
Indonesia yang beragama Islam, masalah kewarisan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah mawaris menjadi
kewenangan absolute Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. Di Aceh Peradilan Agama disebut dengan Mahkamah Syarâ€™iyah, sesuai Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002
tentang Peradilan Syariat Islam. Permasalahan mawaris yang timbul didalam masyarakat seringkali berakhir di pengadilan. Namun
adakalanya gugatan ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu maka permasalahannya faktor apakah yang menyebabkan gugatan
tersebut ditolak oleh Mahkamah Syarâ€™iyah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ditolaknya
gugatan waris, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pihak akibat ditolaknya gugatan mawaris serta akibat hukum yang
timbul setelah adanya putusan Majelis Hakim.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu hasil wawancara  dengan hakim, pengacara dan orang
yang berkopetensi di bidangnya, sumber data sekunder meliputi berkas perkara, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan
dan hasil penelitian lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ditolaknya gugatan mawaris karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
adalah kabur dan error in persona. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat yang gugatannya ditolak adalah upaya
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Akibat Hukum yang timbul dari ditolaknya gugatan mawaris Para Penggugat hanya
berstatus sebagai pewaris tetapi tidak mendapatkan pembagian harta.
Diharapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syarâ€™iyah sebagai pihak yang memutus diterima atau ditolaknya gugatan
mawaris harus cermat dalam memmutuskan sebuah perkara walaupun hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata tetapi harus
berfikir secara logis dan rasional terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan kepada Para Pihak yang berperkara
disarankan agar mengikuti setiap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.
